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Skripsi ini membahas mengenal tanggungjawab Direktur sebagai organ Direksi dalam Perseroan Terbatas
untuk dapat melaksanakan ketentuan yang terkait dengan Keselamatan Kerja. Keterkaitan peraturan
perundang-undangan dalam penerapan ketentuan keselamatan kerja yang didasari oleh UU No. 40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), UU No. 1 tahun 1970 tentang K eselamatan Kerja, UU No. 13
tahun 2003 tentang K etenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/MEN/1996 tentang
Sistem Mangjemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Maka pada penelitian ini tanggungjawab
Direktur dapat dijadikan landasan pemikiran atas penerapan hukum untuk perlindungan keselamatan kerja
bagi pekerja dalam suatu perusahaan. Pada PT. X perlindugan K etenagakerjaan dilakukan dengan membuat
Perjanjian Kerja Bersama antara PT. X dengan Federasi Serikat Pekerja PT. X Bersatu (FSPPB).
Tindaklanjut dalam penerapan SMK3 maka pada PT. X dibuat mekanisme sistem yang disesuaikan dengan
bidang usaha dari suatu perusahaan yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Terpadu (SMKOT).
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normetif atau penelitian kepustakaan dengan
metode analisis bersifat kualitatif, hasil dari penelitian diolah menggunakan metode penelitian deskriptif
untuk dijabarkan. Hasil penelitian menemukan bahwa tanggungjawab dan tindakan Direktur dalam

pel aksanaan peraturan keselamatan kerja dan dengan adanya keterkaitan perundang-undangan yang ada
tidak berdampak langsung untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja, terlebih lagi untuk dapat
memberikan Vaue (nilai) bagi perusahaan. Penelitian ini menyarankan bahwa pertanggungjawaban hukum
Direktur sebagai pelaksana penerapan ketentuan keselamatan kerja dapat diatur dengan menambahkan pasal
pada UUPT tentang Keselamatan Kerja dan/untuk UU Keselamatan Kerja diperlukan adanya perubahan
karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan yang ada dimasa kini untuk itu diperlukan adanya
sanksi tegas dan berat berupa pencabutan izin usaha, denda maupun kurungan bagi perusahaan yang
melanggar ketentuan keselamatan kerja.

...... This thesis discusses the responsibilities of the Chief Excutive as an organ of the Board of Executives of
Limited Liability Companiesin implementing the provisions related to Safety. Given the interconnected
regulations regarding safety provisions based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies
(Company Law), Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety, Law No. 13 of 2003 on Manpower and
Minister of Manpower Regulation No. Per.05/MEN/1996 of Occupationa Safety and Health Management
System (SMK3). In thisresearch, the responsibility of the Chief Executive can be used as rationale for the
application of laws protecting workplace safety for workersin acompany. At Limited Liability Company X,
Worker Safety is ensured by through the Labor Agreement between Limited Liability Company X with the
Federation of Trade Unions Limited Liability Company X (FSPPB). The resulting application of
Occupational Safety and Health Management System in Limited Liability Company X isthe creation of
systemic mechanisms that are tailored certain business sectors of a company, which called the Integrated
Safety Management System Operation (SMKOT). The type of research used in this research is normative
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legal research or library based research method with qualitative analysis. The results of the study islaid
down using descriptive research method. From the results of thisresearch it isfound that the responsibilities
and actions of the Chief Executive in the implementation of safety regulations and with the interconnection
of existing legislation neither directly impacts the improvement of workers welfare, nor doesit adds Vaue
for the company. This study suggests that the legal liability provisions of the Chief Executive as the
implementer of workplace safety can be accommodated by adding a chapter on Company Law on
Occupational Safety and Safety at Work Act. Such addition is necessary for the law is no longer relevant to
recent developments and the situation necessitates for the inclusion of severe and strict punishment as well
as revocation of business licenses, fines or imprisonment for companies that viol ate workplace safety.



